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Ringkasan 

 

Untuk mendapatkan modal yang besar harus melakukan pengelolaan yang 

baik dan benar agar pajak yang di bayarkan sesuai dengan pendapatan. Agar bisa 

meminimalisir beban pajak tanpa melanggar peraturan yang dibuat pemerintah, 

maka harus melakukan rencana dalam perpajakan.     Berdasarian  hasil penelitian 

menunjukan bahwa penerapan  perencanaan pajak yang dilakukan pada  Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia Universitas  Brawijaya terbukti tidak dapat  

mengefisiensikan  beban  pajak  pada  tahun  2010.  Perencanaan pajak  yang  

dilakukan  di  Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya  sudah  

sesuai dengan Undang – undang perpajakan yang berlaku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar yang masuk pada kas negara 

untuk kegunaan yang berkaitan dengan infrastruktur negara.  Kontribusi yang 

dibayarkan secara memaksa oleh wajib pajak dan tidak mendapatkan imbalan 

apapun. 

Untuk mendapatkan modal yang besar harus melakukan pengelolaan yang 

baik dan benar agar pajak yang di bayarkan sesuai dengan pendapatan. Agar bisa 

meminimalisir beban pajak tanpa melanggar peraturan yang dibuat pemerintah, 

maka harus melakukan rencana dalam perpajakan.    

Banyak orang mencari laba, maka harus maksimal pendapatan dan 

minimalkan semua biaya yang dikeluarkan (Suhendri, 2010), semuanya tidak 

terlepas dari perencanaan pajak yang baik pada usaha yang dijalankan. Salah 

satunya yakni Koperasi juga harus menerapkan.    

Koperasi adalah tempat simpan pinjam dan usaha yang dilakukan secara 

bersama untuk menunjang ekonomi dengan prinsip yang baik yakni tolong 

menolong. Kaum ekonomi yang sangat minim adalah lambang dari Koperasi. Saling 

membantu sesama anggota maka muncul prinsip yang bagus yakni  “satu untuk 

semua dan semua untuk satu”.  

Koperasi yang pastinya memiliki peran sebagai badan usaha dalam 

pergerakan ekonomi. Pada dasarnya koperasi memiliki perbedaan dalam mengambil 

keputusan, tujuan, mengawasi, modal dan asas. 
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Adapun alasan yang mendasar peneliti melakukan kajian di koperasi 

dikarenakan penelitian tentang perencanaan pajak (tax planning)  lebih diterapkan 

pada badan usaha yang besar.  Studi kasus ini dilakukan di Koperasi Karyawan 

Universitas Brawijaya dikarenakan koperasi tersebut memiliki penghasilan bruto 

dan penghasilan kena pajak (PKP). Dari pemaparan di atas judul yang menarik 

yakni: “ Analisis penerapan perencanaan pajak dalam usaha mengefisiensi Beban 

Pajak pada Koperasi Karyawan Universitas Brawijaya Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

 bagaimana Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Usaha Mengefisiensi Beban Pajak 

pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 untuk mengetahui Penerapan Pajak Dalam Usaha Mengefisiensi Beban Pajak pada 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

a) Sebagai masukan bagi instansi agar bisa menekan dalam pembayaran 

pajak dengan tidak melanggar peraturan yang ada. 

b) Sebagai teori terbaru tentang tax planing.   

c) sebagai perbandingan antara koperasi yang menerapkan perencanaan 

pajak dengan instansi lain dalam menekan pembayaran pajak.   

2.   Manfaat Praktis  

a) Bisa meningkatkan dan dapat memperbaiki dalam pembayaran pajak. 

Karena pajak sangat penting sebagai penerimaan pemerintah. 
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b) Menjadi pedoman dalam menerapkan perencanaan pajak untuk 

mengurangi beban pajak.   
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